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SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52 /PUU-XVII/2019 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

23 OKTOBER 2019

. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2019, pukul 12.46 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU
Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 52 /PUU-XVII/2019.
Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 52/PUU-XVII/2019,
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU Pemilu dalam perkara Nomor 52/PUU-
XVII/2019 diajukan oleh Alamsyah Panggabean (selanjutnya disebut Pemohon).

. PASAL / AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 1
angka 1 dan Pasal 1 angka 27. Bahwa pasal UU a quo selengkapnya berketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU Pemilu:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan
rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden,
dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”
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Pasal 1 angka 27 UU Pemilu:

“Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kab/Kota” Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden”.

Bahwa Pasal Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu dianggap Pemohon
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28H ayat (2) UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu dalam
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut:

[3.3.2] Bahwa setelah membaca dengan saksama pemosisian norma yang
dijadikan sebagai dasar pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan
Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 tersebut, Mahkamah menjadi tidak bisa
memahami mengapa Pemohon menggunakan norma Pasal 6 ayat (2) UUD
1945 sebelum perubahan sebagai dasar pengujian. Kesulitan Mahkamah
tersebut tidak terlepas dari posisi atau keberadaan Pasal 6 ayat (2) UUD
1945 serta Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan sebelum perubahan
tersebut yang telah kehilangan eksistensinya. Dalam hal ini, Pasal 6 ayat
(2) UUD 1945 sebelum perubahan telah diubah menjadi Pasal 6 dan Pasal
6A UUD 1945 Kketika dilakukan Perubahan Kedua tahun 2000 dan
Perubahan Ketiga tahun 2001. Sementara itu, Pasal Il dan Pasal III Aturan
Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan telah diubah sedemikian rupa :
dengan konstruksi dan rumusan yang berbeda pada Perubahan Keempat
UUD 1945 tahun 2002. Dengan demikian, menggunakan Pasal 6 ayat (2)
serta Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum
perubahan sebagai dasar pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1
dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 menjadi tidak relevan karena materinya
tidak berlaku lagi.

[3.3.3] Bahwa selain dasar pengujian, dalam alasan mengajukan permohonan
(posita atau fundamentum petendi), Pemohon tidak menjelaskan
argumentasi menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional :
pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017. Mahkamah /]
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[3.3.4]

[3.4]

[3.5]

semakin sulit memahami alasan permohonan Kketika terpapar keinginan
Pemohon untuk menjadi anggota Majelis Permuswaratan Rakyat (MPR)
sehingga bisa mengusulkan perubahan Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1)
UUD 1945. Kerumitan kian sulit dihindari karena Pemohon menilai MPR,
pada dasarnya, adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Terlepas dari keinginan Pemohon menjadi anggota MPR tersebut,
berkenaan dengan tidak adanya penjelasan menggunakan norma dalam
UUD 1945 sebagai dasar untuk pengujian, Mahkamah memaknai pasal
pengujian tersebut hanyalah pajangan belaka tanpa menjelaskan dan
mengaitkan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma
mempertahankan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7 /2017 adalah
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Bahwa selanjutnya ihwal kaitan antara dasar mengajukan permohonan
(posita atau fundamentum petendi) dengan hal-hal yang dimintakan
untuk diputus oleh Mahkamah (petitum), permohonan a quo tidak
menunjukkan ketersambungan antara kedua bagian tersebut dan di
antara petitum terdapat saling bertentangan. Misalnya, Petitum Angka 2,
Pemohon memohon frasa “bebas, rahasia, jujur, dan adil” dalam Pasal 1
angka 1 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan
Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “jujur dan adil”.
Sementara itu, dalam Petitum Angka 3, Pemohon memohon Pasal 1 angka
1 UU 7/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
dimaknai frasa “bebas dan rahasia”.

Selanjutnya, tidak hanya petitum yang saling bertentangan, ihwal
tidak terdapatnya ketersambungan atau keterkaitan antara dasar
mengajukan permohonan dengan hal-hal yang dimintakan untuk diputus
oleh Mahkamah, setidaknya, dapat dibaca dari Petitum Angka 4 yang
meminta Mahkamah “memerintahkan pemungutan suara ulang untuk
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di seluruh TPS Negara
Republik Indonesia”. Bahkan, Petitum Angka 4 tersebut makin sulit untuk
dipahami dengan adanya frasa “frasa dimaknai” namun tidak dinyatakan
makna apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terang dan
tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon
tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar untuk menyatakan
bahwa norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak jelasnya keterkaitan
antara dasar mengajukan permohonan dengan hal- hal yang diminta
untuk diputus Mahkamabh, serta di antara petitum terdapat pertentangan,
sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (obscuur).

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kabur (obscuur) maka

'''''




permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

' F. AMAR PUTUSAN
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

G. PENUTUP
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 52/PUU-XVII/2019 yang menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima mengandung arti bahwa ketentuan pasal a quo
tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan

hukum mengikat.
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